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Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 

Semarang Nomor I J Tahun 1977 ientang Kuburan 
Tionghoa jo. Nomor 3 Tahun 1986 ieruang Perubahan 
Pertama Peraturan Daerah Kabupatcn Daerah Tingkat II 
Semarang Nomor 13 Tahun 1977 tentang Kuburan 
Tionghoa dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan 
peraturan perundang - undagan yang berlaku dan perkern- 
bangan keadaan dewasa ini, oleh karena itu perlu diunjau 
kembali : 

b. bahwa sehubungan dengan ha! tersebut diatas, maka 
ketentuan - ketentuan dalam Peraturan Daerah dimalcsud 
perlu disesuaikan dcngan peraturan perundang - undangan 
yang berlalcu termasuk pula besarnya iarip retribusi 
pemalcaian tanah ; 

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERATURA~ DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG 
NOMOR 6 TAHUN 1990 

TEN ·T ANG 

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH 
TfNGKAT II SEMARANG NOMOR 13 TAHUN 1977 TENTANG KUBURAN 

TIONGHOA 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG 
NOMOR 6 TAHliN 199-0 SERI 8 NOMOR 1. 

DffARMOTTAIIA SAlYA PR.UA 

.. ·.. ~: : . 



MEMUTUSKAN· . 

., . 

Mengingat 1. Undang • undang Nomor .5 Tahun 1974 tentang Pokok- 
pokok Pemerintahan di Daerah ; 

2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tenaang 
Pembentukan Daerah - daerab Kabupaten Dalam Ling- 

. kungan Propinsi Jawa Tengah jis. Undang • undang 
Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas - batas 
Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatamra 
Tingkat II Semarang dan Peraturan Pemerintah Nomor 
16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Oaerah .. 
Tingkat II Semarang ; 

3. Undang - undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang 
Peraturan Umum Retribusi Oaerah ; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang 
Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan 
Tempat Pemakaman ; 

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 
1989 · tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerin- 
tah Nomor 9 Tahun 1987 tentang PenyediaanDan Peng- 
gunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman; · 

6. Instruksi Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Jawa 
Tengah Nomor 46~ I 16559 tentang Penertiban Makam/ 
Kuburan; 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Se- 
marang Nomor 13 Tahun 1977 tentang Kuburan 
Tionghoa jo. Nomor 3 Tahun 1986 tentang Perubahan 
Pertama Peraturan Oaerah Kabupaten Daerah · Tingkat 

. II Semarang Nomor 13 Tahun 1977 tentang Kuburan 
Tionghoa 

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah 
Tingkat n Semarang. 

c. l)ahwa keten,uan aarip berdasarkan Peraturan Daerah ini' 
dipandang masih layalc dan dalam batas kemampuan ahli 
waris I pcmohon. 
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D. Pasal . 

Pasai I 

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 13 Tahun 
1977 tentang Kuburan Tionghoa yang disahkan dengan Surat Keputusan 
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal I Pebruari 1978 
Nomor Huk. 82/1978 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Semarang Nomor 8 Tahun 1978 Seri B yang telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 
3 Tahun 1986 tentang Perubahan Pen.ama Peraturan Daerah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Semarang Nomor 13 Tahun 1?77 tentang Kuburan 
Tionghoa yang disahkan dengan Keputusan Gubemur Kepala Daerah Tingkat 
I Jawa Tengan tanggal 25 Agusius 1986 Nomor : 188.3 I 199 I 1986 dan 
diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Semarang Nomor 3 Tahun 1986 Seri ..B. diubah lagi sebagai berikut : 
A. Pasal l ditambahkan keteruuan umum yang berbunyi sebagai berikut: 

e. Ternpat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang 
disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaan- 
nya dilakukan oleh Badan Sosial dan atau Badan Keagamaan ; 

f. Krernatorium adalah ternpat pembakaran jenazah dan aiau kerangka 
jenazah; 

g. Ternpat penyimpanan Abu Jenazah adalah ternpat yang dibangun 
dilingkungan Krernatorium dan dipergunakan untuk menyimpan abu 
jenazah setelah dilakukan kremasi I perabuan jenazah, 

B. Pasal 3 ayat ( 1) dihapus sehingga ayat (2) menjadi ayat (l) dan ayat 
(3) menjadi ayat (2) 

C. Pasal 5 ayat (3) kata - kata "Kepala Desa" diubah dan hams dibaca 
"Kepala Kelurahan I Kepala Desa". 
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~EMUTUSKi'N 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN. DAERAH 
TINGKAT · II SEMARANG TENTANG PERUBAHAN 
KEDUA PERATIJRAN DAE.J~.AH- KABUPATEN DA- 
ERAH TINGKAT II SEMARANG NOMOR 13 TAHUN 
1977 TENT ANG KUBURAN TIONGHOA 

Menetapkan 

·,.. 



baru . 

b. · Setiap kubur dikenakan pungutan pengganti pembuatan tanda 
nomor kubur sebcsar Rp. 2.000,00 ( dua ribu rupiah }. 

(2) Pembayaran reuibusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) huruf a 
Pasal ini dikenakan 3 ( uga ) tahun sekali ditambah 10 % ( sepuluh 
perseratus ) tiap · uap tarip terakkhir umuk tiga tahun yang kedua 
dan sclanjutnya sebagai biaya perpanjangan ijin. hak penggunaan 
tanah kuburan Tionghoa dan dibebankan kepada ahli warisnya. 

(3) Pengenaan sumbangan I iuran atas tanah Pemakaman Bukan Umum, 
krematorim besena tempat penyimpanan abu jenazah yang dikelola 
Badan Swasta diaiur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah setelah 
mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Semarang. 

G. Pasal 8 ayat (2) diubah dan dijadikan 2 ( dua) ayat, yaitu ayat (2) 
dan ayat (3) baru yang berbunyi sebagai berikut : 
(2) Kuburan berjajaran untuk suami istri boleh dipesan tetapi hanya 

sesudah salah seorang telah meninggal dengan ukuran sebagaimana 
tersebut Pasal 6 ayat (}) dan membayar retribusi sebagaimana 
tersebut dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini. 

(3) Penggunaan tanah kuburan Tionghoa sebagaimana tersebut ayat (2) 
Pasal ini, selama masih kosong dapat dilimpahkan pada pemohon 

D. Pasat 6 ayat (I) huruf a diubah schingga scluruhnya berbunyi sebagai 
berikut : 
a. Pcnggunaan tanah untuk pcmalcaman jcnazah seseorang ditcmukan 

tidak iebih dari : Panjang 2,5 ( dua setengah ) meter, le bar 1.5 (satu 
seiengah ) meter, kedalam minimum 1,5 ( satu setengah ) meter dan 
jarak pernakaman satu dengan yang lain tidak boleh lebih dari 0.5 
(setengah) meter; 

E. Pasal 6 ayat (3) dihapus. 
F. Pasal 7 diubah, sehingga seluruhnya bcrbunyi sebagai berikut 

· (1) a. Pernakaian tanah umuk kuburan Tionghoa yang dikelola olch 
· Pemerintah Daerah dikenakan retribusi sebesar Rp. 5.000.00 

( Iirna ribu rupiah ) per meter persegi ; 

,, 
I' 
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L. Diantara 

baru dengan keharusan membe(itahukan pelimpahan kepada Bupati 
Kepala Daerah guna penyclesaian administrasinya. 

H. Pasal 10 ayat (3) diubah sehingga seluruhnya berbunyi scbagai 
berikut : 
(3) Penyelenggaraan kebersihan di kuburan Tionghoa dilaksanakan oleh 

· Seksi Kebersihan, Keindahan Kota/Daerah dan Pemadam Kebakaran 
pada Dinas Pekerjaan Umum. Kabupaten Daerah Tingkat II 
Semarang, dan umuk di Tempat Pemakanan Bukan Umum 
dilaksanakan oleh Badan Hukum Swasta / Yayasan. 

I. Pasal 12 ayat (1) diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut: 
(I) Hak Pemakaian tanah kubur untuk mengubur jenazah berlaku untuk 

waktu 10 ( sepuluh) tahun. 
J. Pasal 12 ayat ( 2) dihapus sehingga ayat (3) menjadi ayat (2). 
K. Pasal 12 ditambah 4 ayat baru yang seluruhnya berbunyi sebagai 

berikut : 
(3) Apabila terdapat suatu tempat pemakaman bukan umum, 

krematorium beserta tempat penyimpanan abu jenazah yang 
dipandang tidak sesuai lagi dengan Rencana Pembangunan . Daerah 
dan Rencana Tata Kota sehingga menjadi penghambat peningkatan 
mutu lingkungan harus ditutup dan secara bertahap dapat 
diusahakan pemindahannya kesuatu lokasi lain sesuai dengan 
Rencana Tata Kota serta memperhatikan ketentuan peraturan 
perundang - undangan · yang berlaku. 

(4) Penutupan dan pemindahan ketempat lain sebagaimana dimaksud 
ayat (3) Pasal int ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala 
Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ; 

(S) Bekas tempat pemakaman umum dan bekas tcmpat pemakaman 
bukan umum sedapat mungkin digunakan untuk kepentingan 
Pemerintah, Umum, Sosial clan I atau keagamaan ; 

(6) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini berlaku 
setelah mendapat pengesahan Menteri Dalam Negeri rnelalui 
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengan. 
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(9) Untuk ........•.... 

• Pasal .12 A 
( l) Perorangan atau badan bukum swasta / Yayasan dilarang melakuka,11 

pengclolaan kuburan umum ; . . . 
(2) Pengelolaan tempal pemakaman bukan umum, !crematorium beserta 

tempat penyimpanan abu jenazah milik swasta dilakukan oleh suatu 
badan hukuin yang bersifat Sosial keagamaan yang telah mendapat 

· ijin Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang ; 
(3) Tata . cara serta syarat - syarat pemberian ijin diatur dengan · 

~xipu1 l, P Bupati Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan 
perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Semarang 
dengan memperhatikan rencana pembangunan Daerah clan ketentuan 
lain yang tercantum dalam peraturan pen.1f\dang - undangan yang 
berlaku; 

(4) Ijin sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditertibkan setelah 
mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri; 

(5) · Pengelolaan Tempat Pemakaman Bukan Umum, Krematorium 
besena tempat penyimpanan· abu. jenazah milik swasta tidak 
dibenarkan dilakukan oleh perorangan, tidak bersifat kornersial dan 

·ekslusi(; 
.J6) Penunjukan dan penetapan lokasi tanah umuk tempat peinakaman 

bukan umum, termasuk tanall wakaf yang dipakai untuk tempat 
pemakaman, krematorium beserta tempat penyimpanan abu jenazah 
yang dikelola oieh Badan Hukum Swasta I Yayasan dilaksanakan· 
oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang; 

(7) Tata cara dan syarat - syarat permohonan untuk memperoleh 
penunjukan dan penetapan lokasi ditetapkan oleh Pemcrintah 
Daerah : 

(8) Surat Keputusan Penunjukan dan Penetapan lokasi untuk keperluan 
tempal pemakaman bukan umum, Kremaiorium beserta tempat 
penyimpanan abu jenazah yang dikelola oleh Badan Hukum Swasta/ 
Yayasan harus mendapat persetujuan Memeri Dalam Negeri; 
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L. Diantara ketentQan 'Pasal l2d~ hs.al 13. disW~ 2 (dua) kecentuin 
baru· yaitu Pasa1 12 A dan Pasal 12 B yang berbunyi sebagai 
berikut : 



Bagian .. 

... 
a. Peringatan pertama dengan batas waktu selama 3 ( tiga ) bu Ian, 

peringatan kedua dengan batas waktu 2 (dua ) bulan, peringatan 
keuga dengan batas waktu I · ( satu ) bulan , terhadap 
penyimpangan pengelolaan Tempat Pemalcaman tersebut ; 

b. Apabila sampai peringatan ketiga tidak ada tanggapan atau 
perhauan.: maka Pemerintah Daerah Tingkat II Semarang dapat 
menutup kemudian mencabut ijin pengelolaannya sena meng- 
usulkan pembatalan hak atas tanahnya sesuai ke tcntuan yang 
berlaku; 

M. Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan dijadikan satu ayat yaitu 
. ayat (2) yang seluruhnya berbunyi sebagai berikut : 

(2) Pcngawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini. dilakukan oleh 
Inspektorat Wilayah Kabupaien Daerah Tingkat II Semarang dan 

(9) Untuk keperluan tempat Pcmakaman Bukan Umum, Krematorium 
beserta tempat penyimpanan abu jenazah yang dikelola olch Badan 
Hukum Swasta/Yayasan diberilcan hakpakai denganjangka waktu 
10 ( sepuluh ) tahun dan setiap kali dapat diperpanjang. 

Pasal 12 B 

(1) Tanah · Tempat Pemakaman Bukan Umum, Krernatorium beserta 
ternpat penyimpanan abu jenazah yang dikelola oleh Badan Hukum/ 
Yayasan dan telah diberikan hak pakai, sewakiu - wakiu dapat 
dibatalkan halcnya dalam arti tanah yang bersangkutan dinyatakan 
kembali tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, apabila ter nyata: 
a. Tanah tersebut dipakai tidak sesuai dengan ijin pernakaian- 

nya I disalahgunakan ; 
b. Tanah tersebut diterlantarkan ; 
c. Diharuskan pemindahannya karena untuk · kepentingan umum, 

sesuai dengan kebijalcsanaan Pernerintah Daerah. 
(2) Tata cara pembatalan hak bagi Ternpat Pemakaman Bukan Umum, 

Krematorium beserta ternpat penyimpanan abu jenazah yang dikelola 
oleh Badan Sosial dan .atau Badan Keagamaan sebagaimana 
dimaksud ayat (1) Pasal ini, Bupati Kepala Daerah terlebih dahulu 
melalcsanakan : 
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Disahkan . 

Ors. H A R T O \1 0 S O E P A R R O 
Cap ud 

Cap ttd 

BUPATI KEPALA DAERAH 
TINGKAT II SEMARANG 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH KABUPATEN DAERAH 

TINGKAT II SEMARANG 
K ET U A. 

Ungaran, 25 Januari 1990 · 

Pasal II 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku p;da tanggal diundangkan. 
Agar supaya .setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan peng- 
undangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang. 

Bagian Pemerintahan Umum pada Sekretariat Wilayah I Daerah 
Tingkat II Semarang ; 

N. Pasal 15 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut : 
(I) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal • pasal Peraturan ·Daeralt ini 

dihukum dengan pidana kurungan selama - lamanya 3 ( tiga ) bulan 
atau dikenakan hukuman denda sebanyak - banyaknya Rp. 50.000,00 
( lima puluh ribu rupiah ). 

(2) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dima.ksud ayat (I) 
. Pasal ini selain dilakukan oleh Penyidik Polisi Negara Republik 

Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana dapat juga 
dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 
Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalarn 
menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang - undangan 
yang berlaku. 

0. Pasal 17 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut : 
Hal . hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur 
lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang sepanjang 
mengenai pelaksanaannya 
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Drs. DJOKO DWJANGGONO S. 
· PEMBINA TINGKAT I 

NIP. 500 031 834. 

ltd Cap 

Sesuai dengan aslinya 
SEKRET ARIS WILA Y AH I DAERAH 

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Semarang tanggal 20 April 1990 Nomor : l Seri B Tahun 1990. 

Dlsahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kcpala Daerah Tingkat I Jawa 
Tengah tanggal 28 Maret 1990 Nomor : 188.3 / 3 / 98 / 1990. 
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